BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang:

Mengingat :

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau

1.

Nomor : Kpts. 6965/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023
tentang  Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2022 dan
Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun Anggaran 2022;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan ...



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 3);

Dengan ...



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

dan
BUPATI INDRAGIRI HULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
neraca;

laporan Operasional;

laporan Arus Kas;

laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. catatan atas Laporan Keuangan;

mo a0 g

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.487.376.159.147,98
b. Belanja Rp. 1.527.833.547.056,00
Defisit Rp. 40.457.387.908,02
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp. 320.418.641.284,49
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 320.418.641.284,49
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.9.111.942.750,98 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan Rp. 1.478.264.216.397,00
2. Realisasi Rp. 1.487.376.159.147,98
Selisih Rp. 9.111.942.750,98

b. selisih ...



b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.
166.749.191.411,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Rp. 1.694.582.738.467,00
2. Realisasi Rp. 1.527.833.547.056,00
Selisih Rp. 166.749.191.411,00

c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 175.861.134.161,98
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus (Defisit) Rp. (216.318.522.070,00)
2. Realisasi Surplus (Defisit) Rp. (40.457.387.908,02)
Selisih Rp. 175.861.134.161,98

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp.(104.100.119.214,49) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 216.318.522.070,00
2. Realisasi Rp. 320.418.641.284,49
Selisih Rp. (104.100.119.214,49)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
2. Realisasi Rp. 0,00
Selisih Rp. 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.(104.100.119.214,49) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto Rp. 216.318.522.070,00

2. Realisasi Rp. 320.418.641.284,49

Selisih Rp. (104.100.119.214,49)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31
Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp. 3.424.132.049.813,47

b. jumlah kewajiban Rp. 31.630.245.017,32

c. jumlah ekuitas Rp. 3.392.501.804.796,15
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai
berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp. 320.241.532.159,49

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 117.208.054.743,98

c. arus kas dari aktivitas investasi aset non Rp. (157.665.442.652,00)

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 182.627.146,00

€. arus kas dari aktivitas Transistoris/non Rp. 38.780.711,00
anggaran

f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 Rp. 280.005.552.108,47

Pasal 6 ...




Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf g memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, yang terdiri dari:

L
L.1.

L.2.

[.3.

I.4.

II.
III.
IV.

VL
VII.
VIIL.
IX.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.1.

XX.2.

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun
Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar  laporan  keuangan  (neraca) badan usaha  milik
daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022 dan 2021;

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022 dan 2021;

Pasal 8 ...




Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,
ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 3
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI
RIAU (6.30.A/2023).




